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  MOTTO 
 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. 
 
(At-Tahrim : 6) 
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ABSTRAK 
Ardan IsnaeniBarata (121221007) febuari 2019, bimbingan dan konseling 
dalam pelaksanaan program Diversi terhadap anak  bermasalah 
hukum di balipermasarakatan surakarta 
 
Kata Kunci : Bimbingan dan Konseling, Program Diversi 
 Anak adalah penerus bangsa di masa depan karena anak mempunyai 
kemampuan untuk memimpin dan dipimpin oleh negara yang saat ini mulai 
berkembang ke era global. Peran penting yang diemban kepada anak itulah yang 
membuat orang tua masyarakat dan bahkan pemerintahan harus menjamin 
kehidupan anak. pada era modern seperti ini, nilai moral atau kepribadian semakin 
berkurang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat atau bahkan 
seseorang dalam pergaulan. Dalam lima tahun belakangan ini tercatat enam titik 
4147 anak yang mempunyai kasus yang berhadapan dengan hukum. Kenakalan 
anak meliputi pemerkosaan, miras, narkoba, seks bebas pun mulai meningkat. 
Pada tawuran pelajar saja KOMNAS anak mencatat 554 kasus  sedangkan seks 
bebas 5,36% pada tahun 2014.  
 Peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan 
yang menggedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan yang 
berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang telah dieksplorasikan atau 
diungkap pada informan dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dicerminkan. Dan tujuan 
dari peneliti ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan dan 
konseling yang bermasalah hukum dalam menangani kasus tersebut.  
 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa bimbingan dan 
konseling yang bermasalah hukum di balai permasyarakatan kelas II Surakarta. 
Baik secara teoritis maupun hasil pengamatan maka dapat ditarik kesimpulan 
bimbingan yang dilakukan adalah: bimbingan pra vonis guna menjaga anak tidah 
traumatik 
 1. Bimbingan karier guna membantu membangun masa depan anak bermasah 
hukum. Bimbingan Rohani, guna membangun karakter agama mereka. 2. Proses 
bimbingan dan konseling di balai permasyarakatan meliputi tahap awal, tahap 
lanjutan dan tahap akhir. 3. Karakter yang ingin dikembangkan memalui 
bimbingan dan konseling tersebut adalah nasionalisme, tanggung jawab, religius, 
kejujuran, disiplin dan peduli terhadap lingkungan.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Anak adalah masa depan penerus bangsa dimasa depan. Karena anak 
mempunyai kemampuan untuk memimpin dan di pimpin olah negara yang saat 
ini sedang berkembang ke arah global. Peran penting yang diembankan kepada 
anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus 
turuntangan menjamin kehidupan anak. Dalan hal ini negara mempunyai hak 
untuk menjaga setiap  anak untuk tumbuh kembang. 
Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada era 
global adalah tingkat  moral yang semakin kurang. Penyebab dominan adalah 
kebiasan atau budaya yang ada pada suatu daerah atau tempat yang di tempati 
apa lagi terhadap polapikir anak yang memiliki kemampuan meraka pada 
mengikat pada usia tertentu sangat cepat,  pada masa ini anak bisa merekam 
kebiasaan yang baik atau yang tidak baik, dapat di serap dengan cepat, maka 
dari itu lah bimbingan moral bagi generasi muda bangsa Indonesa merupakan 
tunas-tunas bangsa yang akan membawa bangsa indonesa lebih baik atau 
buruknya negeri ini. Bisa di lihat dari kasus di Surabaya yang anak usia dini 
berani memperkosa seorang temannya. 
2 
 
 
 
Pada era modern seperti ini  nilai moral atau kepribadian, semakin 
kurang, dapat di liahat dan dapat di perhatikan seseorang atau masyarakat 
dalam berpakaian yang tidak sesuai tempat atau pun dalam pergaulan, dalam 
lima tahun belakangan ini tercata 6.147 anak yang mempunyai kasus 
berhadapan dengan hukum, kenakalan anak mulaimeningkat seperti 
pemerkosaan, miras, narkoba dan seks bebas pun mulai meningkat, pada 
tawuran pelajar saja Komnas Anak mencatat 554 kasus sedangkan sex bebas 
5,36persen pada tahun 2014.(http://indonesia.ucanews.com/2012/07/30). 
Sedangkan dari pihak balai permasarakatan mencatan dalam kasus lima tahun 
terakhir, dari kasus laka lantas, narkoba, pemerkosaan, miras dan lain 
sebagainya  
 
No. Kasus Tahun 
2014 2015 2016 2017 2018 
1 Kesusilaan  19 35 33 22 12 
2 Laka Lantas 16 8 10 30 8 
3 Narkoba 4 - 6 8 19 
4 Pencurian  89 112 81 84 69 
5 Penganiayaan 50 35 35 38 45 
 Jumlah  178 190 165 182 153 
Tabel 1. Data Kasus Klien Anak di Balai Permasyarakatan Kelas II 
Surakarta 
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 Dari data yang didapatkan oleh peneliti kasus anak yang melanggar hukum 
yang dicatat di BAPAS dengan berbagai jenis kasus tersebut akan melakukan 
bimbingan Bapas Surakarta. Adapun wilayah kerja Bapas Surakarta meliputi 
Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Sesuai  
Anak melakukan tindak kriminal karena selain faktor ekonomi dan sosial, 
juga karena faktor karakter atau kepribadian yang buruk. Kemudian anak yang 
melakukan tindak kriminal dinamakan Anak Bermasalah Hukum (ABH) akan 
menjalani hukuman, baik pidana maupun diversi. Anak yang menjalani diversi 
langsung menjalani masa pembimbingan di Bapas Surakartadengan PP Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pembinbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Ketika anak tertangkap karena melakukan tindak kriminal, anak bisa 
diproses pidana maupun diversi sesuai dengan berat atau tidaknya pelanggaran 
yang dibuat. Setelah anak menjalani hukuman pidana maupun anak yang diversi, 
anak diberikan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang 
diselenggarakan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Klien bimbingan di Balai 
Pemasyarakatan tersebut meliputi : Anak Kembali kepada Orang Tua (AKOT), 
Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas 
(CMB), dan Pidana Bersyarat (PIB). Di dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 
No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa Balai 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah suatu pranata untuk 
melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan 
Pemberian bimbingan sangatlah penting untuk mengembangkan karakter 
tanggung jawab pada ABH selama berada di Balai Pemasyarakatan, karena 
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dengan karakter tanggung jawab tersebut dapat menjadikan anak lebih bisa 
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anak 
serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum 
Berdasarkan wawancara observasi awal di bapas Surakarta melau petugas 
kemasyarakatan oleh bapak parjo. Di balai permasarakan anak yang mendapat 
pelakuam diversi di berikan bimbingan guna membangun karakter dan tingkat 
social yang baik di masyarrakat 
 Berdasarkan wawancara awal dengan anak bermasalah hukum (ABH) 
yang berinisiyal (AD) di ketahuan bawah anak takut dan sengan bertemu dengan 
petugas karena merasa diri bersalah dam mamlu mengaki kesalahn di karena 
kelakuan yang burung yang di lakuan oalah sang anak. 
Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi. Diversi 
merupakan sebuah tindakan atau perilaku untuk mengalihkan suatu kasus 
formal menjadi nonformal dengan cara kekeluargaan dari pihak korban dan 
tersangka yang di maksud ini anak dari peradilan, atau menempatkan ke luar 
pelaku tindak pidana anak dari peradilan pidana. 
Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan 
pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk 
memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak sebagai upaya 
mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi tidak 
persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk 
berubah. 
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Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan 
pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana 
lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu 
pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang 
dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk 
menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. United Nations Standard 
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing 
Rules")(Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 
11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan 
anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses 
informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik 
pemerintah atau non pemerintah. Pertimbangan dilakukan diversi oleh 
pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidanaanak untuk melindungi dan 
merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindakpidana (Jck E 
Bynum, Thompson, 2002; 430)  
Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang 
pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah 
yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi 
atau diAmerika serikat sering disebut juga dengan istilah deinstitutionalisation 
dari sistem peradilan pidana formal. 
Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan 
anak pada abadke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses 
peradilan orang dewasa agar anaktidak lagi diperlakukan sama dengan orang 
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dewasa (Morris dan Braukmann, 2001; 252). Prinsip utama pelaksanaan 
konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan 
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. 
Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan 
kepada hukum danaturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan 
persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan 
kekerasan dan pemaksaan. Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa 
sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran 
penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari 
pelaksanaan diversi.  
Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan 
dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk 
memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang 
mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya 
kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke 
peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat 
menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu, Philipina. 
Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan 
menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak 
pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender).  
Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan 
adanya kebijakan diversi dan program pencegahan tindak pidana anak secara 
formal,Marlina: Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak 98sebaliknya 
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usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah 
(SaveThe Children Uk, 2004).Makanya tahun 2001 organisasi Save The 
Children dari Inggris bekerja sama denganLSM local Philipina, sehingga 
pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversikan dari sistem peradilan 
pidana formal.Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu 
kesempatan kepadapelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali 
melalui jalur non formal denganmelibatkan sumber daya masyarakat. Diversi 
berupaya memberikan keadilan kepada kasusanak yang telah terlanjur 
melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak 
penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah 
penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau 
tindakan yang tepat (appropriatetreatment) (Walker, 1993; 1-2). 
Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu: (1) Pelaksanaan kontrol 
secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum 
menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan 
masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang 
diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak 
diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. (2) 
Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service 
orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, 
memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. 
Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan 
atau pelayanan. (3) Menuju proses restorative justice atau perundingan 
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(balanced or restorativejustice orientation), yaitu melindungi masyarakat, 
memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan 
masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan 
masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan 
untukbersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku (Kratcoski, 
2004; 160). 
 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
teridentifikasi adalah sebagai berikut : 
1. Buruknya karakter yang dimiliki Anak Bermasalah Hukum (ABH), 
sehingga terjerat dalam kasus hukum pidana. 
2. Dari hasil riset di atas tingat kenakalan anak di tiap tahun meningkat seperti 
kasus kesulilaan di tahun 2015 meningkat menjadi 35 kasus. 
3. Kencenduaan takut terhadap petugas dikarenakan mempumyai rasa bersalah 
dan malu 
4. Pentingnya peran Pembimbing Konseling dalam upaya menekan  
kepercayaan diri ABH. 
 
 
C. Pembatasan Masalah 
Penulis melakukan pembatasan masalah guna menghindari 
melebarnya dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang ada 
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menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dari 
identifikasi masalah di atas, pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada 
masalah yang berkaitan erat dengan pelaksaan bimbingan dan konselaing di 
Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksaan  
bimbingan dan konseling pada anak melalui program diversi pada Balai 
Pemasyarakatan ? 
E. Tujuan Peneliti 
Adapun tujuan penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksaan 
bimbingan dan konseling terhadap anak bermasalah hukum (ABH)dalam 
menangani kasus tersebut.  
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis.  
1. Secara Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Bimbingan dan Konseling islam 
yang di dalamnya memuat pembinaan/bimbingan dan konseling. Di samping 
itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagipenelitian-penelitian 
selanjutnya yang tertarik dengan kajian-kajian moral terutama pembinaan 
moral pada anak. 
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2. Secara Praktis  
Berdasarkan tujian penelitian yang telah di rumuskan di atas maka hasil 
penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat Bagi instansi terkait, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang digunakan 
dalam upaya peningkatan bimbingan dan konseling yang ada di Bapas (Balai 
Permasyarakatan kelas II surakata). 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Pengertian bimbingan 
Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata 
“guidance” berasal dari kata kerja “to guide” yang mempumyai arti 
menunjukkan, membimbing, menuntun, atau pun membantu. Definisi 
bimbingan yang pertama dikemukakan dalam Year’s Bool of  Education 1955, 
yang menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu 
dengan usaha individu itu sendiri umtuk menemukan dan mencari kemampuan 
individu itu sendiri dan kemanfaatan sosial. (A.Hellen,2002:3) 
 Djumhur dan Muh. Surya (1975: 28) Mengemukakan bahwa 
bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan 
sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi, agar 
tercipta kemampuan untuk dapat memahami dirinya (self understanding), 
kemampuan untuk menerima dirinya (self acceptance), kemampuan untuk 
mengarahkan dirinya (self direction) sesuai dengan proses atau kemampuan 
dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan baik keluarga maupun 
sekolah dan masyarakat.  
 DR. Rachman Natawidjaya mengungkapkan bahwa bimbingan 
adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara 
berkesinambungan,, supaya individu tersebut memahami dirinya, sehingga ia 
sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan 
11 
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tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, serta 
kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat merasakan kebahagiaan hidup 
dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.  
 Dari definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli diatas, masing-masing 
definisi memiliki perbedaan dalam menjelaskan makna bimbingan. Meskipun 
deikian, tetap terdapat unsur dan tujuan yang menunjukkan kesamaan, 
diantaranya : 
1. Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan bukan 
kegiatan yang seketika atau kebetulan.  
2. Bimbingan merupakan (aiding, asissting, atau evaluating) yang berarti 
bantuan atau pertolongan. Makna bantuan dalam bimbingan 
menunjukkan bahwa yang aktif, dalam mengembangkan diri, mengatasi 
masalah atau mengambil keputusan adalah individu itu sendiri.  
3. Bantuan dalam bimbingan diberikan dengan pertimbangan keragaman 
dan keunikan individu. Tidak ada teknik pemberian bantuan yang 
berlaku umum bagi setiap individu, teknik bantuan disesuaikan dengan 
pengalaman, dan masalah individu. 
Tujuan bimbingan adalah perkembangan optimal yaitu perkembangan yang 
sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar. 
Perkembangan optimal bukanlah semta-mata mencapai tingkat kemampuan 
intelektual yang tinggi yang ditandai dengan penguasaan pengetahuan dan 
keterampilan, melainkan suatu kondisi dinamik, dimana individu (a) mampu 
mengenal dan memahami diri; (b) berani menerima kenyataan dirinya secara 
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objektif; (c) mengarahkan diri sesuai dengan kemampuan, kesempatan dan 
sistem nilai; (d) melakukan pilijhan dan keputusan atas tanggung jawab sendiri 
( Yusuf, 2005:6-7) 
B. FUNGSI BIMBINGAN  
  Ditinjau dari kegunaan dan manfaat ataupun keuntungan yang 
diperoleh melalui pelayanan tersebut. Menurut  Prayitno dan Erman Amti (2004: 
197) fungsib imbimgan dan konseling dapat dikelompokan menjadi empat 
fungsi yaitu: 
1. Fungsi Pemahaman 
Pemahaman sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan 
konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh 
klien seniidri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu klien. serta pemahaman 
lingkungan klien oleh klien.  
2. Fungsi Pencegahan 
Pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah 
timbulnya masalah pada diri klien sehingga mereka terhindar dari berbagai 
masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Berdasarkan fungsi ini, 
pelayanan bimbingan dan konseling harus tetap diberikan kepada setiap klien 
sebagai usaha pencegahan timbulnya masalah. Fungsi ini dapat diwujudkan oleh 
konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-
hal yang dapat menghambat perkembangan klien. 
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3. Fungsi Pengentasan 
 Apabila seseorang mengalami sesuatu permasalahan dan ia tidak dapat 
memecahkannya sendiri selalu ia pergi ke pembimbing atau kenselor, maka yang 
diharapkan oleh klien yang bersangkutan adalah teratasi masalah yang 
dihadapinya. Klien yang mengalami masalah dianggap berbeda dalam suatu 
kondisi atau keadaan yang tidak mengenakkan sehingga perlu diangkat atau 
dikeluarkan dari kondisi atau keadaan berikut. Masalah yang dialami klien juga 
merupakan suatu keadaan yang tidak disukainya. Oleh sebab itu, ia harus dientas 
atau diangkat dari keadaan yang tidak disukainya. Upaya dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan melalui pelayanan bimbingan dan konseling pada 
hakikatnya merupakan upaya pengentasan 
4. Fungsi Pemeliharaan  
Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik (positif) 
yang ada pada diri individu baik, hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-
hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Intelegensi yang tinggi, bakat 
yang istimewa, minat yang menonjol untuk hal-hal yang positif dan produktif, 
sikap dan kebiasaan yang telah terbina dalam bertindak dan bertingkahlaku 
sehari-hari, cita-cita yang tinggi dan cukup realistik, kesehatan dan kebugaran, 
jasmani, hubungan sosial yang harmonis dan dinamis, dan berbagai aspek lainya 
termasuk akhlak yang baik mudah dari individu perlu dipertahankan dan 
dipelihara. Bahkan lingkungan yang baik maupun dalam lingkunagn bersosial 
dan budaya, perlu juga dipelihara sebesar-besarnya dimamfaatkan untuk 
kepentingan individu.  
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5. Fungsi Pengembangan  
 Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dankonseling diberikan kepada 
para klien untuk membantu para klien dalam mengembangkan keseluruhan 
potensinya secara lebih terarah. Dengan perkataan lain, pelayanan bimbingan 
dan konseling membantu para klien agar berkembang sesuai dengan potensinya 
masing-masing. Selain itu, dalam fungsi ini, hal-hal yang sudah baik (positif) 
pada diri klien dijaga agar tetap baik dimantapkan dan dikembangkan.Misalnya 
sikap dan kebiasaan baik yang telah terbina dalam bertindak dan bertingakah 
laku sehari-hari tetap dipelihara dan terus diupayakan untuk dikembangkan. 
a. Pengertian bimbingan pribadi 
 Bimbingan menurut Tohirin adalah bantuan yang diberikan olah 
pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai 
kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, melaluiinteraksi, dan 
pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-
norma yang berlaku.(Tohirin, 2007). 
 Sementara Prof Dr. Bimo Walgito menjelaskan bimbingan adalah bantuan 
atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu/ 
kelompok untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang di alami olah individu atau 
kelompok yang mendapatkan masalah agar dapat di selesaikan agar dapat 
mencapai kesenjangan hidup. 
 Menurut Abu Ahmadi (1991: 1), bimbingan adalah bantuan yang 
diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki 
mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, 
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memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa 
depan yang lebih baik 
 Menurut pembahasan di atas bisa di simpulkan bahwa bimbingan adalah 
suatu bantuan yang diberikan olah pembibing kepada individu atau suatu 
kelompok berupa nasehat ataupun arahan yang sesuai dengan norma-norma yang 
berlaku agar individu atau kelompok tersebut memiliki kemandirian dalam 
perkembangan yang optimal dan mencapai kesejahteraan hidupnya.   
 Bisa disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan 
kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu klien untuk 
membangun masa depan lebih baik dan membantu agar bisa mandiri serta 
bertahan hidup dengan kemampuannya sendiri. 
b. Pengertian bimbingan 
Menurut Abu Ahmadi (1991: 1), bimbingan adalah bantuan yang 
diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki 
mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami 
diri,memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana 
masadepan yang lebih baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan 
AmtiErman (2004: 99), bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 
dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, 
baik anak-anak,remaja, atau orang dewasa  agar orang yang dibimbing dapat 
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan 
kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan 
norma-norma yang berlaku. 
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c. Pengertian Konseling 
Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap 
mukaantara dua orang konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-
kemampuankhusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini 
konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan 
kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan 
menggunakan potensiyang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi 
maupun masyarakat. Lebih lanjut konseling dapat belajar bagaimana 
memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang 
akan datang. Konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang 
konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individual 
atau seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari dua orang 
dan dirancang untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan 
terhadap ruang lingkup hidupnya, sehingga dapat membuat pilihan yang 
bermakna bagi dirinya. 
d. Bimbingan dan Konseling 
Dari semua pendapat di atas dapat dirumuskan dengan singkat bahwa 
Bimbingan dan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan 
melalui wawancara konseling (face to face) oleh seorang ahli (disebut 
konselor)kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut 
konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta 
dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, 
sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri 
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untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat merencanakan 
masadepan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. 
Tujuan diberikannya layanan Bimbingan dan Konseling Menurut 
Saiful (2012), tujuan diberikannya layanan BimbinganKonseling yaitu : 
1. Menghayati nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam 
berperilaku. 
2. Berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan 
aspek-aspek nilaidan berani menghadapi resiko. 
3. Memiliki kemampuan mengendalikan diri (self-control) dalam 
mengekspresikan emosi atau dalam memenuhi kebutuhan diri. 
4. Mampu memecahkan masalah secara wajar dan objektif. 
5. Memelihara nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam 
berinteraksi dengan orang lain. 
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan 
sebagai dasar dalam kehidupan sosial. 
7. Mengembangkan potensi diri melalui berbagai aktivitas yang 
positif. 
8. Memperkaya strategi dan mencari peluang dalam berbagai 
tantangan kehidupan yang semakin kompetitif. 
9. Mengembangkan dan memelihara penguasaan perilaku, nilai, 
dan kompetensi yang mendukung pilihan karir. 
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10. Meyakini nilai-nilai yg terkandung dalam pernikahan dan 
berkeluarga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang 
bermartabat. 
e. Pengertian Bimbingan dan Konseling  
Sebelum membahas lebih jauh tentang bimbingan dan konseling, 
sepatutnya kitamesti memahami artidari kata bimbingan dan konseling itu 
terlebih dahulu. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari 
kata“guidance”yang berasal dari kata kerja”to guide”, yang mempunyai arti 
”menunjukkan”,“membimbing”, “menuntun”, ataupun “membantu”. Sesuai 
dengan istilahnya, maka secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai 
suabatuan atau tuntunan. Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para 
ahli memberikan pengertian yang saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena 
itu,untuk memahami pengertian bimbingan, perlu dipertimbangkan beberapa 
pengertian yang dikemukakan oleh para ahli berikut:  
a) Menurut  Frank  Parson,  1951  bahwa  bimbingan  merupakan  bantuan  
yang  diberikan  kepada  individu  untuk  memilih,  mempersiapkan  diri,  
dan memangku suatu jabatan, serta mendapat kemajuan dalam jabatan 
yang dipilihnya.  
b) Menurut Chiskolm, bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali 
berbagai informasi tentang dirinya sendiri  
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f. Pengertian Bimbingan Konseling 
Bimbingan dan Konseling merupakan terjemahan dari kata Guidance dan 
Counseling (Bahasa Inggris). Sebelum membahas tentang bimbingan dan 
konseling Islam, terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa pendapat para ahli 
yang hubungannya dengan pengertian bimbingan dan konseling secara umum. 
Bimbingan adalah pertolongan kepada individu yang bertujuan agar individu itu 
dapat memahami diri sendiri, memanfaatkan secara maksimal bakat dan 
minatnya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dapat mengembangkan dan 
memberi kontribusi bagi seseorang tentang kemampuannya secara bijaksana. 
Dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam 
memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang 
sesuai keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. 
Menurut Bradley T. Eford dalam bukunya yang berjudul “Professional school 
counseling” bimbingan dan konseling yaitu: Guidance and counseling is 
assistance made available by pernality qualified and adequately trained man or 
woman to anindividual of any age to help him manage his own life activities, 
dvlop his own points of view, make his own decisions, and cary his ownbdens  
Sedangkan pengertian bimbingan dan konseling menurut Andi  Mappiare, 
yaitu suatu bantuan atau layanan yang dibrikan oleh seseorang kepada orang lain 
sehubungan dengan kegiatan membuat pilihan atau penyesuaian untuk 
memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi dan 
sesegeramungkinmemper oleh pemecahannya 
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g. Asas-Asas Bimbingan dan Konseling 
a) Asas kerahasiaan 
Ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tetang klien 
yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini konselor berkewajiban penuh 
memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga 
kerahasiaannya benar-benar terjamin. 
Jadi, asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam upaya bimbingan dan 
konseling. Jika asas ini benar-benar dijalankan maka penyelenggara bimbingan 
dan konseling akan mendapat kepercayaan dari klien dan layanan bimbingan dan 
konseling akan dimanfaatkan secara baik oleh klien , dan jika sebaliknya jika 
layanan bimbingan dan konseling tersebut tidak memperhatikan asas tersebut, 
maka layanan bimbingan dan konseling tersebut tidak akan mempunyai arti lagi 
bahkan mungkin dijahui oleh para klien.   
b) Asas Kesukarelaan  
Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau 
klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah 
akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk 
meminta bimbingan.  
c) Asas Keterbukaan  
Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana 
keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan 
ini bukan hanya sekedar berarti “bersedia menerima saran-saran dari luar” tetapi 
22 
 
 
 
dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia 
membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Perlu 
diperhatikan bahwa keterbukaan hanya akan terjadi bila klien tidak lagi 
mempersoalkan asas kerahasiaan yang semestinya diterapkan oleh konselor. 
Untuk keterbukaan klien konselor harus terus menerus membina suasana 
hubungan konseling sedemikian rupa, sehingga klien yakin bahwa konselor juga 
bersikap terbuka dan yakin bahwa asas kerahasiaan memang terselenggarakan. 
Kesukarelaan klien tentu saja menjadi dasar bagi keterbukaannya. 
d) Asas Kekinian  
Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang 
dirasakan bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan 
dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa 
konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan . Dia harus 
mendahulukan kepentingan klien dari pada yang lain. Jika dia benar-benar 
memiliki alasan yang kuat untuk tidak memberikan bantuannya kini, maka dia 
harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa penundaan yang dilakukan itu 
justru untuk kepentingan klien. 
e) Asas Kemandirian  
Dalam memberikan layanan pembimbing hendaklah selalu menghidupkan 
kemandirian pada diri orang yang dibimbing, jangan sampai orang yang 
dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para 
pembimbing/ konselor. Individu yang dibimbing setelah dibantu diharapkan 
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dapat mandiri dengan ciri-ciri: Mengenal diri sendiri dan lingkungan 
sebagaimana adanya, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan 
dinamis, mengambil keputusandan untuk diri sendiri, mengarahkan diri sesuai 
dengan keputusan itu, dan mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan 
potensi, minat, dan kemampuan yang dimiliki. 
f)  Asas Kegiatan  
Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan 
buah yang tidak berarti, bila individu yang dibimbing tidak 
melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. 
Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya 
tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Para 
pemberi layanan bimbingan dan konseling hendaknya 
menimbulkan suasana individu yang dibimbing itu mampu 
menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud. 
g) Asas Kedinamisan 
 Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki 
terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing yaitu 
perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan 
tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat 
monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu 
pembaruan, sesuatu yang lebih maju. 
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h) Asas Keterpaduan  
Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu 
yang dibimbing, sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki 
berbagai segi kalau keadaanya tidak saling serasi dan terpadu justru akan 
menimbulkan masalah. Disamping keterpaduan dalam diri individu yang 
dibimbing, juga diperhatikan keterpaduan isi proses layanan yang diberikan 
jangan aspek layanan yang satu tidak serasi atau bahkan bertentangan dengan 
aspek layanan yang lain 
i) Asas Kenormatifan  
Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan 
dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma 
agama, norma adat, norma hukum/negara, norma ilmu ataupun 
kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan 
terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan 
konseling. Demikian pula prosedur, teknik dan peralatan yang 
dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang 
dimaksudkan. Jika ada klien yang mengalami permasalahan 
karena melanggar norma, hendaknya layanan bimbingan dan 
konseling atau pembimbing mengarahkannya ke hal yang 
positif dan bersesuaian dengan norma.  
j) Asas Keahlian  
Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, 
sistematik dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang 
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memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapatkan latihan 
secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai 
keberhasilan usaha pemberian layanan 
k) Asas Alih tangan  
Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas 
bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap 
kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu 
sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini 
mengalihtangankan klien tersebut kepada petugas atau badan 
lain yang lebih ahli. 
l) Asas Tutwuri handayani  
Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya 
tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara 
pembimbing dan yang dibimbing. Lebih-lebih dilingkungan 
sekolah asas ini makin dirasakan manfaatnya, dan bahkan perlu 
dilengkapi dengan “ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun 
karsa” Asas ini menuntut agar layanan bimbingan dan 
konseling tidak hanya dirasakan adanya pada waktu siswa 
mengalamimasalah dan menghadap pembimbing saja, namun 
diluar hubungan kerja kepembimbingan dan konslingpun 
hendaknya dirasakan adanya dan manfaatnya. 
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h. Pengertian Anak 
Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak “anak bermasalah”maka 
akan dibahas terlebih dahulu mengenai anak  itu sendiri. Pemahaman tentang 
pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya 
dilaksanakan dengan mendasar pada tingkatan usia, artinya usia berapa yang 
dapat dikategorikan sebagai anak. Pengertian anak menjadi penting terutama 
berkaitan dengan upaya perumusan batas usia pertanggungjawaban pidana, 
terhadap seorang anak yang melakukan tindakan kriminal.  
Batasan usia yuridis anak dibeberapa negara menunjukan keragaman dan 
perbedaan. Di Indonesia sendiri walaupun secara sosio kultural merupakan 
masyarakat yang homogen. Akan tetapi batasan yuridis kapan seseorang 
dikatakan sebagai anak terhadap dualisme pengaturan dalam KUH Perda (BW) 
dalam pasal 330 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 
usia 21 tahun dan belum pernah kawin, UU No 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan dalam pasal 6 ayat 2. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang 
belum mencapai 18 tahun belum pernah menikah berada didalam kekuasaan 
orang tua, UU No 4 tahun 1979 tentang kejelasan anak.  
 Sedangkan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia 
terletak memperbolehkan legitimasinya dengan UU No 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak pasal 1 butir 1 dinyatakan “anak adalah orang yang dalam 
perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 
tahun dan belumpernah kawin” dari ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan 
pidana anak hanya berlaku pada usia 8-18 tahun.  
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Ditinjau dari segi kejiwaan yang dialami rentang pertumbuhan seorang 
manusia menurut J. Pikunas dan R.J Havighurt adalah sebagai berikut : 
(1) Anak adalah manusia yang berumur dibawah 12 tahun dan 
kecenderungannya adalah “serba belajar” (belajar membedakan 
salah benar dengan teman sebaya).  
(2) Remaja ini adalah seorang anak yang berusia antara 12- 15 tahun 
kecenderungannya mencari identitas diri. 
(3) Remaja penuh berusia antara 15-17 tahun, pada masa ini remaja 
sudah menemukan identitas dirinya, mulai meninggalkan reaksi 
kekanak-kanakan. 
i. Pengertian Anak Bermasalah 
Anak bermasalah atau sering dikenal sebagai anak nakal dalam bahasa 
Inggris dikenal dengan istilah “Juvenil Delequency”  yang merupakan arti 
perilaku anak yang melanggar hukum dan apabila dilakukan orang dewasa 
termasuk kategori  kejahatan, termasuk perilaku pelanggaran anak terhadap 
perundang-undang yang diperuntukkan bagi mereka.  
Adapun menurut Sofyan S Willis, kenakalan anak adalah tindak perbuatan 
yang tidak sesuai dengan UU dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 
Contoh pencurian, minum-minuman keras, narkoba, seks bebas, tawuran.  
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j. Sebab-sebab Anak Bermasalah Hukum  
Menurut Suntherland, kejahatan merupakan sesuatu yang dipelajari. 
Perilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam satu 
proses komunikasi. Dan seseorang menjadi  delikuen karena akses dari pola-pola 
pikir yang lebih melibatkan aturan hukum sebagai pemberi peluang untuk 
dilakukan kejahatan daripada yang melihat hukum sebagi sesuatu yang harus 
diperhatikan. 
1. Ruang Lingkup Pemasyarakatan 
a. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat atau wadah untuk 
menampung orang-orang terhukum atau Narapidana yang telah dijatuhi pidana 
berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang 
tetapatau pasti. 
Ada beberapa pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan, antara lain: 
MenurutPasal 1 ayat (3) Undang-UndangNomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan yang 
selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola 
Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menampung, 
merawat dan membina Narapidana. Sedangkan menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 
(3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PP.02.01 
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Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan dan Intensif Karya Narapidana 
menyatakan: Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS adalah 
Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan sebagai wadah kegiatan 
pembinaan terpidana menurut Sistem Pemasyarakatan. Secara Etimologi, 
Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman pidana 
penjara. 
Rumusan yang tercantum baikdalam UU No. 12 Tahun 1995, Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02-PK.04.10 Tahun 2007, 
maupun Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01- 
PP.02.01 Tahun 1990 tersebut menyiratkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan 
sebenarnya adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Narapidana, Anak 
Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil (Prinst, 1997: 57). 
b. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 
1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan menyatakan bahwa: 
RumahnTahanan Negara adalah Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka atau 
terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
siding pengadilan. 
c. Balai  Pemasyarakatan (BAPAS) 
Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan 
Klien Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. 
M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pertimbangan Balai 
Pemasyarakatandan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan 
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(BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengenai 
pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpi dana bersyarat (Dewasa 
dan Anak), narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang 
bebas, serta Anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau diserahkan 
kepada keluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta 
anak Negara yang diputusoleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya. 
2. Pengertian Diversi 
Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan 
penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses 
di luar peradilan pidana. 
Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 
Anak dan orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja 
sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif 
 Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama 
kalidikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak 
yang disampaikanPresiden Komisi Pidana (President’s Crime Commission) 
Australia di Amerika Serikat padatahun 1960 (Cunneen and White, 1995; 
1).Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk 
sepertidiversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan 
anak (children’s) 
 Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Delinquency a 
Sociological Approach, yaitu (Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002; 
31 
 
 
 
430):Diversion is “an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from 
the juvenilejustice system”(terjemahan penulis diversi adalah sebuah tindakan 
atau perlakuan untukmengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak 
keluar dari sistem peradilanpidana). 
 Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana 
terhadapanak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak 
menimbulkan bahayadaripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan 
memberikan stigmatisasi terhadapanak atas tindakan yang dilakukannya seperti 
anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untukmenghindarkannya ke luar sistem 
peradilan pidana (Shelden, 1997; 1). United NationsStandard Minimum Rules 
for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")(Office of the 
High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 
terkandungpernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak 
yang berkonflik denganhukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal 
seperti mengembalikan kepada lembagasosial masyarakat baik pemerintah atau 
non pemerintah. 
Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan 
kepadapelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur 
non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya 
memberikan keadilan kepada kasusanak yang telah terlanjur melakukan tindak 
pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. 
Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitianterhadap keadaan 
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dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat 
(appropriatetreatment) (Walker, 1993; 1-2). 
Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu: (1) Pelaksanaan kontrol 
secara sosial(social control orientation), yaitu aparat penegak hukum 
menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan 
masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atauperingatan yang diberikan. 
Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan 
adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. (2) Pelayanan sosial 
oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu 
melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan 
menyediakan pelayanan pada pelaku dankeluarganya. Masyarakat dapat 
mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan ataupelayanan. (3) 
Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or 
restorativejustice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi 
kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat 
dan membuat kesepakatan bersama antara korbanpelaku dan masyarakat. 
Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama 
mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku (Kratcoski, 2004; 160) 
a.  Pelaksanaan Diversi 
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif 
terhadapjiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem 
peradilan pidana.Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh 
kewenangan aparat penegakhukum yang disebut discretion atau dalam bahasa 
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Indonesia diskresi. Pelaksanaan diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran 
keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah 
anak yang terlibat kasus pidana. DiNew Zealand sejarah diversi dimulai dengan 
kesuksesan family group conferencing yaitu perundingan antara pihak korban 
dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat,yang akhirnya 
dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989 (Morrisand 
Maxwell., 2001; 114) 
3. PENELITIAN TERDAHULU 
Filosofis system peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan 
dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (emphasized the rehabilitation of youthful 
offender) sebagai orang yang masih mempunyai sejumah keterbatasan 
dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari 
Negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih panjang 
(Nicholas M.C. Baladan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002; 5).Terhadap anak 
yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi system peradilan 
pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi system peradilan 
pidana (Haines danDrakeford, 1998; 73). Anak yang melakukan pelanggaran 
hokum atau melakukan tindakan criminal sangat dipengaruhi beberapa factor 
lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan 
sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses 
formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli 
hokum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan 
(remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hokum atau melakukan 
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tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain 
yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah 
konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau 
pengalihan. 
Akan tetapi anak yang menjalani hukum pidana harus menjalani 
pembinaan di LPKA maupun di LPAS, baru setelah menjelang bebas anak akan 
diberikan pembimbingan di BAPAS. ABH yang akan mengikuti program 
bimbingan dinamakan Klien Bimbingan. Pembimbingan kepada Klien 
Bimbingan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas II 
Surakarta. Pembimbingan yang diberikan oleh PK dilakukan dengan individu 
dan kelompok. Dari proses bimbingan tersebut PK memberikan nilai-nilai 
agama, nilai krakter tanggung jawab, memberikan pemahaman tentang norma & 
hukum, dan menanamkan tentang peran sosial untuk membentuk karakter anak 
supaya menjadi lebih baik, tidak mengulangi tindakan kriminal lagi, semakin 
meningkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta kembali hidup di 
masyarakat dengan baik. 
Dari proses tersebut, bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan kepada ABH ada yang mengalami keberhasilan dan tidak. 
Bimbingan yang berhasil akan membentuk anak menjadi anak yang berkarakter, 
sedangkan yang tidak berhasil, anak akan mengulangi tindakan kriminal lagi dan 
diproses hukum. 
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4. Kerangka Berfikir 
Bagan atau skema sebagian, berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Peran program diversi yangdi 
lakukan petugas dan pemberian 
bimbingan dan konseling kepada 
ABH 
Anak bermasalah  
hukum 
mendapatkan 
bimbingan dari 
petugas Menerima atau 
menolak  saat  
bimbingan dari 
petugas BAPAS 
Bimbingan dan 
konseling yang di 
berikan kepada anak 
bermasalah hukum  
Bimbinga lanjuatan 
setelah selesai masa 
pidana 
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Maksut dari bagan di atas adalah saat petugas BAPAS memberikan 
bimbingan kepada anak bermasalah hukum (ABH) apakah anak tersebuat 
melakukaan ajaran yang di berikan kepada menolak sedangkan orang tua 
sebagi monitoring dan juga berperan andil guna mendidik moral anak 
yang sedang bermasalah hukun, dan melakukann norma morma moral 
yang ada di masyarakat sekitar lingkungan dan menerapkannya. 
Peran orang tua yang di maksud diatas adalah sebagai pengawas 
dan pemberian motivasi agar anak bermasalah hukum tersebut dapat 
berbaur dengan lingkungan masyarakat serta dapat bersosialisasi dengan 
benar dilingkungan masyarakat.  
Akibat buruk yang di alami oleh anak bermasalah hukum (ABH) 
apabila bertemu dengan lingkungan yang sama dengan yang dulu maka 
ia akan kembali kedalam perbuatannya terdahulu. Sedangkan jika si anak 
berbaur dilingkungan yang baik maka ia juga akan terpengaruh juga 
untuk melakukan hal yang positif juga.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk penelitian lapangan  
(field research) dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang 
mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan dengan 
berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang dikumpulkan, dan hal yang 
dikumpulkan tersebut berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain, metode deskriptif 
kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 
diskriptif berupakata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati (Moleong, 2002 : 3). 
Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi 
selengkap mungkin dengan merekam, mengamati peristiwa kemudian 
menggambarkan hasil pengamatan tersebut sebagaimana adanya. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. TempatPenelitian 
Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih untuk dijadikan sebagai lokasi 
penelitian adalah Balai Permasyarakatan (BAPAS Surakatra). 
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2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan padabulan Januari 2019-Februari 
2019.  
C. Subjek Penelitian 
Subjek seringkali disebut dengan penentuan sumber data, yakni 
menentukan populasi guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun 
yang menjadi subyek penelitian ini adalah pembibing di bapas yang 
membimbing anak-anak bermasalah hukum dan orang tuanya. 
Sedangkan keadaan yang ingin diteliti adalah bagaimana proses 
bimbingan yang di lakukan dan apa saja kendalanya. 
D. Teknik Pengumpulan  Data 
Dalampengumpulan data dari sumber data, peneliti menggunakan 
teknik random sampling. Sesuai dengan namanya, sampel diambil 
dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil 
sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau 
sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi 
penelitiannya. (Sutopo, 2002 : 26). 
Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam 
menjawab permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 
1) Observasi 
Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan 
menggunakan pengamatan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan 
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untuk mengetahui keadaan daerah penelitian dan untuk melihat 
langsung permasalahan yang ada. 
Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara 
obyektif tentang cara bimbingan yang dilakukan pihak BAPAS. Dari 
observasi yang dilakukan peneliti, diharapkan penelitian ini   
mendapatkan data tentang peran  program diversi terhadap anak 
bermasalah hukum sehingga peneliti dapat menambah data untuk 
dimasukan ke dalam hasil penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti 
adalah mengamati bagaimana cara bimbingan moral yanng di berikan 
kepada anak bermasalah hukum.  
2) Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. 
Aktivitasnya itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara 
(interviewer) atau yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara  
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal 
ini pewawancara mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. 
(Moleong, 2007 : 186)  
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. 
Dalam proses ini, hasil wawancara ditemukan yang berinteraksi dan 
mempengaruhi arus informasi. Faktor tersebut ialah pewawancara, 
responden, penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi 
wawancara. (Singarimbun& Effendi, 1987 : 192) 
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Adapun wawancara yang penulis lakukan bersifat semi terstruktur 
dengan pembimbing kemasarakatan tersebut. Dalam penelitian ini 
peneliti melakukan wawancara dengan  pembimbing dari bapas dan 
terapis di orang tua dari anak bermasalah hukum yang bertujuan untuk 
membimbing anak bermasalah hukum. 
E. Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif terhadap beberapa cara yang digunakan 
untuk mengembangkan keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti 
melakukan keabsahan data dengan teknik trianggulasi. 
Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007 : 330). Dalam kata lain 
trianggulasi berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan 
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 
metode kualitatif. (Patton dalam Moleong 2007 : 330) 
Adapun proses yang dilaksakan peniliti adalah dengan jalan : 
1. Membanding antara hasil data observasi dilapangan dengan hasil 
wawancara yang diperoleh dariseorang petugas yang bekerja di BAPAS 
SURAKARTA. 
2. Membandingkan apa yang di temukan di lapangan dengan sang anak 
bermasalh hukum (ABH) dengan petugs yang ada di lapangan. 
F. Teknik Analisis Data  
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 
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sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 
foto, gambar, dan sebagaianya. (Moleong, 2007 :103) 
Menurut Patton, (1930) dalam Lexy J Moleong, (2007 : 103) 
menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan 
dasar. 
Sedangkan menurut Taylor (1975 : 79) analisis data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. 
Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bawah bahwa 
analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang 
terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, 
biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah 
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 
mengategorikannya.  
Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan peneliti dalam 
analisis data : 
1) Reduksi Data 
Reduksi data bagian analisis data.Yang berfungsi untuk mempertegas, 
memperpendek, dan membuat focus hal-hal yang penting dan mengaturse 
demikian rupasehingga memungkinkan untuk dilakukan penarikan 
kesimpulan akhir. Proses tersebut terus dilakukan sepanjang pelaksanaan 
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penelitian. Karenareduksi data sebenernya digunakan pada saat 
pengumpulan data berupa kegiatan ringkasan dan catatan yang diperoleh 
dari permasalahan. 
2) Penyajian Data 
Sajian data merupakan rakitan kalimat atau informasi yang disusun 
secara logis dan sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk 
melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan 
pemahamannya. 
Dalam penelitian kualitatif peneliti dapat mengetahui seja kawal. 
Terhadap hal-hal yang ditemui sehingga memungkinkan peneliti 
melakukan pencatatan, pengaturan serta pernyataan-pernyataan 
konfigurasi yang memungkinkan, arahan sebabakibat dan berbagai 
proporsi, diharapkan konklusiakan diperoleh secara jelas. Dalam 
melakukan penarikan kesimpulanakhirti dak semata perumusan dan 
pengumpulan data berakhir .Artinya jika kesimpulan-kesi mpulan 
sementaratelah diperoleh masihmemungkin kan untuk dilakukan verifikasi 
gerak pengulangandanpenelusuran data kembali, 
dengancepatbilatimbulpemikiran yang kedua dalam proses menulis dan 
seterusnya.  
3) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 
Dalam penelitian kualitatif peneliti dapat mengetahu isejakawal 
.Terhadap hal-hal yang di temuisehingga memungkinkan peneliti 
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melakukan pencatatan, pengaturan serta pertanyaan-pertanyaan 
konfigurasi yang memungkinkan, arahan sebab akibat. 
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PENGKODEAN 
 
No. Kode  Keterangan 
1. Ns1  Narasumber pertama 
2. Ns2 Narasumber kedua 
3. Ns3 Narasumber ketiga 
4. W1 Wawancara pertama 
5. W2 Wawancara kedua 
6. W3 Wawancara ketiga 
7. I  Interviewer 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi  Lokasi  Penelitian 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana 
Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata 
atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien 
sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat 
pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. 
Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun RUTAN. 
Sejarah berdirinya BAPAS, dimulai pada masa Pemerintahan Hindia 
Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan Reclasseringyang didirikan pada 
tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan. Jawatan ini 
didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/pemuda Belanda dan 
Indonesia yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan 
Reclassering ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang 
mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus 
dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas 
Reclassering disebut AmbtenaardeReclassering.Institusi ini hanya berkiprah 
selama 5 tahun dan selanjutnya dibekukan karena krisis ekonomi akibat 
terjadinya Perang Dunia I. 
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Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk 
dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan 
Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyrakatan (TPP) 
yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman.Berdasarkan keputusan 
Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor : HY.75 / U / 
11 / 66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka 
mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan 
Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, 
dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan 
Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri 
Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat Direktorat 
Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka 
kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang mencapai  44 kantor 
BISPA. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah  
Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya  berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 
1997 tanggal  12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) 
Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat 
BAPAS ( Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini. 
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BAPAS adalah singkatan dari Balai Pemasyarakatan, yaitu salah satu 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selain Rutan (Rumah 
Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).Bapas dahulu 
dikenal dengan istilah Balai Bispa yang kepanjangannya adalah Balai 
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Balai Bispa didirikan 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR.07.03 
tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan 
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang bertugas melakukan 
pembinaan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun sesuai 
perkembangan kondisi, tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, istilah Bispa diganti 
menjadi BAPAS. 
Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta terletak di Jl. RM. 
Said No. 259 Surakarta. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta 
adalah pranata (UPT) untuk melaksanakan bimbingan Klien 
Pemasyarakatan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada 
di Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa 
Tengah. Area tugas (wilayah kerja) Bapas Surakarta meliputi se-Eks 
Karisidenan Surakarta Yaitu: Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 
Wonogiri, Sragen dan Klaten (Sobosukawonosraten). BAPAS Surakarta 
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memiliki tiga Pos, yaitu pos Wonogiri, pos Klaten, dan pos Sragen. (W1S1, 
baris 191-121) 
1. Dasar Hukum : 
A. Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Tentang: SISTIM 
PEMASYARAKATAN 
B. Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi menjadi BAPAS pada 
tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 
No.M.01.PR.07.03 Tgl 12-2-1997 
C. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tgl 7 Maret 1997 RI 
No.M.01.PR.07.17 tahun 1997 
D. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
E. PP Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
F. PP Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan. 
G. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor: 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan 
 
2. Visi, Misi dan Tujuan 
1) VISI :  
Menjadi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang profesional, handal, 
dan bertanggungjawab untuk mewujudkan pulihnya keatuan hubungan 
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hidup, kehidupan, dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai 
individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan YME. 
2) MISI : 
1. Mewujudkan litmas yang objektif, akurat, dan tepat waktu. 
2. Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat 
sasaran, dan memiliki prospek ke depan. 
3. Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka 
penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan 
serta pemajuan dan perlindungan HAM. 
4. Pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum. 
3) TUJUAN : 
Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung 
jawab. 
 
B. Hasil Temuan Penelitian 
1. Faktor Anak Melakukan Tindakan Kriminal 
Berdasarkan penelitian dilapangan ,banyak faktor yang melatar 
belakangi anak dalam melakukantin dakan kriminal. Latar belakang 
melakukan tindak kriminal bermacam macamsesuai dengan kasusnya. 
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“Tergantung pada kasusnya, kalau misal pencurian otomatis 
faktornya adalah ekonomi. Kalau seks biasanya sering nonton film 
porno. Kalau penganiayaan atau pengeroyokan biasanya dilatar 
belakangi oleh masalah pribadi maupun kelompok. Banyak faktor, 
karena keluarga, lingkungan, teman sebaya yang mudah 
mempengaruhi.” 
 (W1NS2,baris80-85 3-02-2019 10.00-12.00) 
Selainitu ,faktor penyebab anak melakukantindak kriminal juga 
karena pengaruh dari kondisi keluarga yang kurang harmonis ,lingkungan 
tempat tinggal yang kurang baik ,maupuntemansebayanya yang termasuk 
anak yang nakal ,sehingga dapat mempengaruhi karaktersistik anak .Selain 
menjadi tersangkautama, ada beberapaanak yang hanya diajak oleh 
temannya untuk melakukan kriminal. 
“...banyak faktor ,bisa karena keluarganya ,lingkungannya ,teman 
sebayanya seperti itu .Banyak sekali faktor yang mempengaruhi.” 
(W1NS2,baris 80-85 3-02-2019 10.00-12.00). 
“Tergantung pada kasusnya, kalau misal pencurian otomatis 
faktornya adalah ekonomi. Kalau seks biasanya sering nonton film 
porno. Kalau penganiayaan atau pengeroyokan biasanya dilatar 
belakangi oleh masalah pribadi maupun kelompok. Banyak faktor, 
karena keluarga, lingkungan, teman sebaya yang mudah 
mempengaruhi.Sebenarnya kita tidak bisa mengjudge anak itu baik 
atau buruk ya mas. Karena anak itu jelas, mereka ikut-ikutan atau 
trend dari lingkungan mereka. Harusnya usia seperti itu tidak 
melakukan tindakan pidana.” 
(W1NS2 baris 80-90 3-02-2019 10.00-12.00) 
Adapun temuan yang temukan penelitibahwah anak yang di tangkap 
haya sebai kambing hitam dan tidak mengetahui pas yang dia kerjakan dan 
apa yang di suhuh oleh temanya yang lenih tua 
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“Ada pum yang tidak terlinat mas, jadi si anak ini  Cuma sebai kuri 
ja mas dengan kasus narkoba, pengakuaan nya diya Cuma di surh 
untk memberikan banag tersebuat kepada teman nya yangnti kan di 
berikan uang,” (W4NS4 baris 35 10-02-2019 10.00-12.00) 
Berdasarkan data hasil dari wawancara di lapangan ,tidak semua 
ABH melakukan tindak kriminal karenafaktor karakternya yang buruk 
,karena ada anak yang melakukan kriminal karena faktor diajak oleh 
temannya dan anak dengan kasus seperti itu biasanya ikut-ikutan dan fakor 
ajakan yang mengancam. Dan di dapatkan beberapa kasus 
a.Karakter yang buruk 
Burulnya karakter dapat menimbulkan dapat mempengaruhi 
tindakan yang di lakuan oleh anak. 
b. keluarga  
Kondisi keluarga yang kurang harmonis, seperti orang tua yang 
broken dan orang tua yang supersibuk  yang memilih pekerjaan 
dari pada kasih sayang untuk anak, sehingga anak tidak 
menemukan kasih sayang dari orang tau maka anak mencari 
keyaman di lingkungan luar tanpa pantauan dari orang tua. 
c. lingkungan 
kondisi lingkungan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang 
perilaku negatif, besar kemungkinan anak melakuakn  hal yang 
negatif pula. 
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2. Proses Pelaksanaan Bimbingan di BAPAS Surakarta 
Awal mula anak menjadi klien bimbingan di Bapas, anak yang 
melakukan tindak kriminal kemudian ditangkap oleh polisi, kemudian 
Bapas membuatkan penelitian kemasyarakatan untuk menelusuri penyebab 
anak melakukan tindak kriminal. Jika bisa diproses diversi, anak tidak akan 
diproses di pengadilan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak bisa secara 
diversi, anak akan diproses di pengadilan. 
“Dalam menangani anak (ABH) kita melakukan pendampingan bukan 
saat vonis tapi saat proses penyidikan.  Dan itu juga harus didampingi oleh 
PK. Misal contoh kasus tawuran. Saat anak ditangkap oleh polisi, pihak 
kepolisian menghubungi Bapas setelah itu Bapas mengirimkan salah satu 
PK nya untuk mendampingi anak tsb. Setalah itu kita melakukan 
observasi serta mewawancarai anak tersebut. Jadi bukan hasil dari vonis, 
disitu kita lihat berita acara yang diberikan oleh pihak kepolisian. Terus 
kita mewawancarai anak apakah kasusnya itu sama atau tidak seperti 
berita acara yang diberikan oleh kepolisian. Jadi kita mewawancari agar si 
anak dapat terbuka akan masalahnya dan melakukan pendekatan, Untuk 
anak yang umurnya dibawah tujuh tahun yang terkena vonis tahanan dan 
kita, mengirim ke LPKA(lembaga khusus anak).(W2NS2 baris 10-306-
02-2019 10.00-12.00) 
Dalam pelaksanaan bimbingan di BAPAS Klas II Surakarta dengan 
cara baik secara individual maupun kelompok. Bimbingan yang dimaksud 
ditujukan untuk orang yang terjerat kasus kriminal, baik anak maupun 
dewasa. Untuk klien bimbingan anak di Bapas Surakarta di antaranya yaitu 
Pidana Bersyarat (PiB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), 
Cuti Menjelang Bebas (CMB),dan Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT). 
“Begini mas jadi kita melakukan pendampingan dari awal mas..jadi 
dari proses di tangkap dan pendampingan saat terkena vonis dan 
lain sebagainya kita tangani sampai akhir masa vonis. Dari awal kita 
sudah melaksanankan bimbingan dan konseling terhadap pelaku. 
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Maka dari itu kita menjalankan tahapan yang sesuai prosedur yang 
sudah ditetapkan oleh program diversi yang sudah dilaksanakan”  
(NS1W1, baris 10-15 3-02-2019 10.00-12.00) 
Proses bimbingan yang dilakukan oalah PK dalam membantu anak 
dalam kehidupasn sehari-hari agar mereka bisa bangkait kembali dalam 
kehidupan bermasarakat pihak PK bapas memberikan bibingan dan 
konseliang. 
Kemudian selain bimbingan keagamaan, bimbingan kemandirian dan 
bimbingan sosial, di dalam peroses bimbingan juga terdapat bimbingan 
kehidupan yang di berikan petugas kemasarakatan kepada anak yang 
bermasalah hukum. 
“Jadi kita melakukan bimbingan yang kita sesuaikan terhadap sang 
anak. Apabila agamanya kurang kita lakukan bimbingan 
keagamaan. yang dibantu oleh petugas dari kami serta bekerja sama 
dengan pemuka agama yang berada disekitarnya. Apabila anak 
diusia produktif kita lakukan bimbingan karir, untuk membantu 
mereka dalam produktivitas mereka. Karena kita mempunyai 
prinsip bimbingan ada tiga hal yaitu bimbingan hidup, kehidupan, 
kerohanian, Karena meliputi aspek sosial dan masyarakat. Karena 
kita memantau anak itu masih dalam usia sekolah maka dari itu kita 
melakukan program diversi agar mendapatkan keringanan.” 
(W1NS1 baris  25-30 6-02-2019 10.00-12.00) 
 
Dan perses yang dilakuan selama mendapatkan keliyen anak 
bermasalah hukum (ABH) di sesuaikan dengn pidana atau keputusan yang 
ditetepkan oleh pengandilan lalu pihak PK menjalankan tugas. 
”Yang pertama kita lakukan adalah melihat kedua anak ini, kita 
berikan bimbingan kepribadian Yang intinya untuk perubahan 
perilakunya dan ibadah kepada Tuhan serta meningkatkan iman dan 
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ketaqwaan dan sosialisai di masyarakat dan tidak kalah pentingnya 
tidak ada pengulangan masalah.” (W3NS3 baris 30-35) 
 
Sedangankan anak yang mengalami traoma denan kasus yang 
dialami dan hukuman sosial dan lingkungan yang di hadapi sang anak dari 
pihak bapas bemberikan bimbingan pribadai guna membatu anak supaya 
dapat kembali menjalani hari. 
“Untuk anak yang mengalami trauma, kami bekerja sama dengan 
pihak psikologi untuk membangun rasa percaya diri serta membantu 
klien agar bisa move on Kami bekerja sama dengan instansi lain 
untuk membantu proses bimbingan yang kami lakukan. (W1NS1 
baris 7 03-02-2019 10.00-12.00) 
 
denagn kondisi anak yang mengalain teroma dengan kasus yang di 
alam dengan ocehan dan hinaan yang di terima sang anak dalam 
lingkuan sekitar ABH petugas PK melakuan tindakan yang berbeda 
dengan yang di lai nak PiB.  
“Iya mas berbeda Karena kasus yang dialami sang anak atau klien 
ini sangat berat. jadi kita perlu pendampingan ekstra. Kita juga 
bekerja sama dengan psikologi yang terkait. Serta kami juga 
melakukan bimbingan dan pemantauan kepada sang anak atau klien. 
dan kita memberi pemahaman kepada orang tua dan anak agar anak 
bisa bangkit dan kembali ceria.” (W1NS1 baris 80-90 3-02-2019 
10.00-12.00) 
 
 Bimbingan dan konseling yang di lakukan pada anak 
bermasalah hukum (ABH) di sesuikan dengan masalah yang di alami 
oleh anak bermasalah hukum (ABH), dengan cara di lihat dari catatan 
yang di berikan kepada petugas kemasarakatan (PK) lalu di opserfasi 
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dan lihat perilaku anak bermasalah hokum (ABH) lalu di berikan 
bimbingan dan konseliang oleh petugas. 
 “salah satunya adalah bimbingan kerohanian. Karena kita catatan 
bahwa anak ini kurang dibidang agama. Disini juga kita 
menyiapkan bimbingan keagamaan yang dibawahi oleh warga 
sekitar mereka. Dengan cara memberikan tugas seperti PR ibaratnya 
kepada mereka. Dan itu juga ada catatannya. Seperti buku 
Ramadhan (W2NS2 baris 50-60 6-02-2019 10.00-12.00) 
 “Jadi kita melakukan bimbingan yang kita sesuaikan terhadap sang 
anak. Apabila agamanya kurang kita lakukan bimbingan 
keagamaan. yang dibantu oleh petugas dari kami serta bekerja sama 
dengan pemuka agama yang berada disekitarnya. Apabila anak 
diusia produktif kita lakukan bimbingan karir, untuk membantu 
mereka dalam produktivitas mereka. Karena kita mempunyai 
prinsip bimbingan ada tiga hal yaitu bimbingan hidup, kehidupan, 
kerohanian.” (W1NS1 baris 25-356-02-2019 10.00-12.00) 
 
Selain bimbingan yang di sebuatkan di atas petugas PK melakukan 
kunjuangn guna melihat perkembangan yang terjadi pada anak 
bermasalh hukum (ABH)  
“Untuk masalah bimbingan dan konselingnya kita lakukan di dua 
tempat. Salah satunya di Bapas sendiri kita melakukan konseling 
seperti nasehat kepada anak dan orang tuanya. Serta kita juga survei 
ke lingkungannyaBisa kerumah ataupun sekolahnya. Kalau kemarin 
kita ke sekolah melihat pengembangan yang dilakukan selama vonis 
itu dijatuhkan.”(W3NS3 baris 45-50) 
 
Tugas melakauan peneitian dan pengawasan yang di lakuan 
peneliti masarakat berguna untuk mencari data masarakat tentang ABH 
yang nati digunakan sebai bahan pertimbangan jaksa dan hakim di 
pengadilan. Kemudian setelah itu melakuakn tugas pembimbingan yang 
56 
 
 
 
tujuan nya untuk menjadikan ABH menjadi anak yang lebih baik lagi 
dan tidak mengulai tindakan negatif lagi. Selanjuatnya melakuan tugas 
pendampingan, yaitu pembimbing kemasaratan bertugas mendampingi 
ABH selama proses diversi dan persidangn. Dan tugas yang terahir yatu 
pengawasan, yang di mana pembimbing kemasarakatan mengawasi 
perkembangan ABH selama ada di lingkungan masarakat yang bekrja 
sama dengan masyarakat sekitar, keluarga sekitar rumah ABH didalam 
perosen bimbingn adan konseling di BAPAS SURAKARTA, salah satu 
tujuan yang ingin di capai adalah mengubah perilaku atau karakter 
ABH menjadi lebih baik lagi. Akan tetepi dalam mengubah karakter 
ABH umtuk menjadi lebih baik, tidak haya dengan bimbingan saja 
tetepi junga perlu di dukung olah lingkungan yang baik dan di sarankan 
untuk melakuan kegiyatan kegiyatan yang positif, seperti 
mengaksaanakn solat lima waktu untuk yang beragana islam, bekerja 
dangan cara yang halal dan lain-lain. 
C.  Analisis Penelitian 
Dari hasil penelitian di atas bisa di takir kesimpulan bahwa 
bimbingan dan konseling yang ada di Balai Permasyarakatan kelas II 
Surakatra meliputi   : 
1. Bimbingan pridang putusan atau vonis yang di tetepkan pengadilan 
terhadap anak bermasalh hukum. 
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2. Bimbingan konseling yang di lakukan petugas terhadap anak 
bermasalh hukum(ABH) 
3. Bimbingan lanjutan yang di laukan setelah masah vonis berahir. 
4. Bimbingan Karir 
Gunna membangun karakter anak bermasalah hukum dan mengangkat 
perekonomian mereka sehingga anak dapat berkembang dimasyarakat 
serta tidak akan kembali lagi dalam lingkungan sebelumnya.  
5. Bimbingan Rohani 
Guna membantu individu kembali kepada jalan yang benar sehingga 
mampu hidup selaras dengan ketentuan serta petunjuk agama. 
Sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  
6. Bimbingan Sosial 
Membantu individu agar bisa kembali ke masyarakat supaya bisa 
kembali ke kehidupan bermasyarakat dan membantu membangun 
kepercayaan diri mereka terhadap masyarakat disekitar mereka 
terutama dalam lingkup keluarga dan warga sekitar mereka. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasakan dari hasil penelitian dan pembahasan sekipsi di atas , 
yaitu tentang bimbingan dan konseling Anak Bermasalah Hukum di Balai 
Permasarakatan Kelas II Surakarta. Baik secara teoritis maupun hasil 
pengamatan, maka dapat ditakir kempulan bahwah: 
1. Dalam peroses bimbingan dan konseling pada ABH, 
pembimbing kemasarakatan menggunakan bimbingan karakter 
yang termasuk dalam pembimbingan pada ANAK 
BERMASALAH HUKUM dengan tahapan : 
a. Awal yang bertujuan pendampingan  anak bermasalah 
hukum dari proses vonis hingga tahap setelah vonis. 
b. Tahap lanjutan bertujuan untuk  pemberian bantuan 
terhadap anak bermasalah hukum (ABH) dengan proses 
bimbingan dan konseling. 
c. Tahap akhir adalah tahap pengembalian anak bermasalah 
hukum (ABH) kepada lingkungan dan orang tua.  
2. Peroses bimbingan dan konseling di Balai Permasyarakatan 
Kelas II Surakarta meliputi tahap awal, tahap lanjutan, dan 
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tahap akhir. Akan tetapi, semetara ini bimbingan dan konseling 
yang di lakukan BAPAS Surakarta belum maksimal karena 
dengan berbagai kendala yang di alami oleh petugas 
permasarakatan. Salah satu kendala tersebuat adalah waktu dan 
anggaran yang terbatas. 
3. Karakter yang ingin di kembangkan melalui bimbingan dan 
koseling tersebuat adalah nasionalisme, tanggung jawap, 
religius, kejujuran, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan 
sekitar, maupun sosial. Bimbingan dan Konseling tidak secara 
langsung dapat mengembangkan karakter maupun kedisiplinan 
pada ABH, akan tetapi juga di sertai dengan kegiatan-kegiatan 
positif yang dilakuan oleh Anak Bermasalah Hukum (ABH) di 
masyarakat sekitar yang dapat mengembangkan karater pada 
anak bermasalah hukum  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas dan  menyadari banyak 
keterbatasan pada hasil peneliti yang di peroleh maka peneliti merasa perlu 
untuk mengajukan saran, antara lain ; 
1. Kepada Pembimbing Kermasarakatan di Bapas Kelas II surakatra  
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a. Lebih meningkatan layanan bimbingan dan pendampingan 
terhadap Anak Bermasalah Hukum agar menjadi anak yang 
memiliki kepribadian yang lebih baik dan bersosial yang baik pula 
b. Lebih mengoptimalkan agenda masyarakat dengan harapan bisa 
mengurangi angka anak yang terlibat dalam kasus kriminal. 
2. Kepada anak bermasalah hukum dan orang tua ABH 
a. Orang tua harus selau menjadikan anak sebaik prioritas utama 
dengan memberikan kehangatan, kasih sayang, bimbingan, 
pendampingan di dalam keluarga supaya menjadi anak yang 
memiliki karakter yang baik dan sosial yang baik pula 
b. Dukungan dari keluarga dan lingkuan sekitar ABH juga perlu di 
perkuat dan di pertahankan umtuk menjaga ABH tetep melakukan 
kegiatan-kegiatan yang positif. Dukungan tersebut dapat berupa 
rasa, empati, dan komunikasi yang baik tanpa membeda-bedakan 
dengan anak yang lain. 
3. Kepada instasi pemerintah 
Harus lebih serius dalam menangani keterlibatan anak dalam kasus 
kriminal di indonesa dengan menyediakan anggaran yang lebih, seta 
sarana dan prasarana untung menujang dalm menguragi angka 
kriminal pada anak. 
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C. Penutup  
Alhmduliahhirobil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah 
melimpakan rahmat dan hidayah-Nya sehiga penulis dapat meyelesaikan 
sekipsi ini. penulis menyadari bahwa sekipsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan oleh karena itu, sumbangan saran dan keritik yang 
membagun sangat dinatikan oleh pelis dari berbagi pihak demi perbaikan 
dan penyempurnaan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih 
kepada semua pihak yamg telah membantu menyelesaikan sekipsi ini, 
semoga dengan sekipsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. 
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